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BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

. bahwa pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan desa

berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga
perlu dilakukan perubahan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal
5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
(3) Dihapus.



2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat
(6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. belanja tak terduga.

{2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:

a. pegawai;
b. barang dan jasa; dan
c. modal.

(4) Kegiatan yang terdiri atas jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disusun berdasarkan standar biaya APBDesa dengan mengacu pada
Peraturan Bupati tentang standar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten.

(5) Kegiatan yang terdiri atas jenis belanja barang dan jasa dan belanja modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun
berdasarkan standar harga barang dan jasa dengan mengacu pada
Keputusan Bupati tentang standar harga barang dan jasa Kabupaten.

(6) Apabila penetapan standar harga barang dan jasa Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terdapat selisih harga pengadaan barang, Desa
dapat membuat standar harga melalui Keputusan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 35
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

(5) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a)
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan
program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa, merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

(1a) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan
program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebanyak 5 (lima) rangkap yaitu:

a.
b.

c.
d.

c.

1(satu) rangkap dimasukan pada Dinas yang membidangi urusan Desa;
l(satu} rangkap dimasukan pada Badan yang membidangi urusan
Keuangan;

1(satu) rangkap dimasukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten;

1(satu) rangkap dimasukan pada Kantor kecamatan; dan

1(satu) rangkap Arsip Desa.

(2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Format laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke
RKD setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi
urusan Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

C.

tahap [ paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);

tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa
paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa paling lambat
tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan



c. tahap IIl berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa paling lambat tanggal 7
Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf ¢
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf ¢, dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait. |

(9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Penyaluran dana yang merupakan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi
Daerah Kabupaten kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten
dilaksanakan 1 (satu) kali pencairan didasarkan pada Peraturan Bupati
tentang petunjuk teknis pelaksanaan yang didasarkan pada realisasi
penerimaan pajak dan retribusi.

(2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah APBDesa ditetapkan dan
mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Desa.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan
Desa.

(2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).



(3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa
paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD
tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa paling lambat tanggal 7
Februari tahun anggaran berjalan; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput ADD
sampai dengan tahap II dari Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Juni
tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, menunjukan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dan rata-rata capaian output menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh perseratus).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c,
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf ¢ dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan dan capaian output.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, ayat (4) dihapus dan
ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penarikan Dana dari RKD ke Kas Desa, dilakukan pada bank dengan
memperhatikan kemudahan akses Desa ke bank pemegang RKD dan
kemampuan kas keuangan bank pemegang RKD.

(2) Penarikan Dana dari RKD ke Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan Kebutuhan Desa sesuai dengan kelengkapan
dokumen laporan pertanggungjawaban.

(3) Kebutuhan Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam
Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani Bendahara Desa dan
diketahui Kepala Desa setelah diverifikasi kelengkapan laporan
pertanggungjawaban oleh Sekretaris Desa.

(4} Dihapus.

(5) Penarikan Dana dari RKD ke Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan pada setiap tahapan yang diawali dengan proses mutasi dari
RKD ke Kas Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

(6) Jumlah uang dalam Kas Desa paling kurang sebesar 10% (sepuluh
perseratus) berdasarkan jumlah uang yang ditarik dari RKD ke Kas Desa.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana .
pada tanggal 23 Joncewrr 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.......cccc...

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGARAN | REALISASI { KURANG

NG (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 ‘ 5 6
1 PENDAPATAN
111 Pendapatan Asli Desa
1)1[1 Hasil Usaha
1

112 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

1| 1(3! |[Lain-lain Pendapatan Asli Desa
yang sah

—

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah kabupaten/
kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

2| Bantuan Kabupaten / Kota

[y PN
NN
(] 1

pt |t 1t | 1t

NNIN|N

AR
—

p—t

Pendapatan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak mengikat
1132 Lain-lain Pendapatan Desa
vang sah

p—
WIW
o

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2|1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2111 Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

2 [ 1[ 1| 1| Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

2(1]12 Operasional Perkantoran

2 1| 2| 2| Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS




- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

-~ ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

s L) AP

Opérasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

s =1 APPSR

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Peéngaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban




2

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

N N NN

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

)

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

NN
allnfn

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan |

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWIW || W

Y P
WIN =

Hasil Kekayaan Desa Yang di
pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Wil
N NN

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ....cooeeiiieniininneen.




2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.......cccc.0.

TAHUN ANGGARAN.............

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGARAN | REALISASI | KURANG
NG (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4
PINDAHAN SALDO (SEMESTER
PERTAMA )
1 PENDAPATAN
il1 Pendapatan Asli Desa
1111 Hasil Usaha
1(1}2{ |Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Royong
1|1, 3| |Lain-lain Pendapatan Asli Desa
yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah kabupaten/
kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

2| Bantuan Kabupaten / Kota

o
NININ
N =

Sy PRSP PRI P

NINININ

Hip|p|w
fa—y

Pendapatan Lain lain

1| | Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak mengikat
1| 3( 2| | Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah

[y PN
W|Ww

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
201 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

21111 Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

2| 1| 1] 1| Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

2|12 Operasional Perkantoran

2| 1| 2| 2| Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atribut

- Pakaian Dinas




- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

-~ ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= dSt ceiirreniiiiriiiineaen.

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

s £} PR

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Keérja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban
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Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih




- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan
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Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa
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Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

WIW[W LW W

) L Ly
OIN ==

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang di
pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan
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Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ...ccctiiitiiiiniencnnecnne

BUPATI TOJO UNA-UNA,

o

MOHAMMAD LAHAY|



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP. ............ TAHUN ANGGARAN ............
PEMERINTAH DESA ....cccccoacseerennes
KECAMATAN ....ccooonasemer
KABUPATEN TOJO UNA-UN.
Pagu Desa : RP. «eeeeee sososecnse
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIAN
NOMOR URAIAN OUPUT | OUTFUT | PENGADAAN {Rp) (Rp) (Rp) OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PENDAPATAN
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 DANA DESA

- TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA

JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA BANTUAN KE DESA .....
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1.1 Kegiatan .......ceccceiiiieennee
2.1.2 DSt et
2.2 Bidang Pembangunan Desa
2.2.1 Kegiatan ..............oevsune.

2.2.2 Dst .......... Stesessessonesas




2.3

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.3.1 Kegiatan ..........ccoceeeeiinnnee
2.3.2 D -1 S
24 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan ................ coannerns
2.4.2 DSt .iiveiviinenierencnnennen
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan .........ccccererennnnene
2.5.2 Dst ceciiiiinineienriannenn
JUMLAH BELANJA
3 PEMBIAYAAN
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modat Desa
- Modal Awal
- Pengembangan Usaha
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JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH
(PENDAPATAN - BELANJA -
PEMBIAYAAN)
Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)
BENDAHARA DESA ..oovveveennnns KEPALA DESA .....ccccoeeevininnacee
(cemmreeemeieimr st nanee, ) ((vereerererinererennnioniens reerraessnnieneinne )
BUPATI TOJO UNA-UNA,
MOHAMMAD LAHAY




